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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mîtsâqan ghalîdhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
1
 Islam telah mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan 

melalui jenjang perkawinan, sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-

pasangan dengan keadaan demikian manusia akan menjadi berkembang biak dan 

berlangsung hidup dari generasi ke generasi.
2
 

Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah.
3
 Agar 

tujuan dari perkawinan tercapai, maka proses perkawinan harus sesuai dengan 

syari’at. Adapun unsur nikah menurut Imam Syafi’i ada lima yaitu calon mempelai 

laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.
4
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unsur tersebut dapat dikatakan sebagai rukun perkawinan yaitu hakikat dari 

perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat 

dilaksanakan.
5
 

Salah satu rukun nikah ialah adanya wali. Dalam Pasal 19 KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) disebutkan, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” 

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai adanya wali dalam 

pernikahan. Menurut mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi’i dan Ahmad bin 

Hanbal, berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan 

dirinya sendiri ataupun perempuan selain dirinya. Dengan demikian, pernikahan 

tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, 

perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.
6
 

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, seorang perempuan yang sudah baligh, 

berakal sehat, dan mampu menguasai dirinya, boleh saja melangsungkan akad nikah 

bagi dirinya sendiri, baik ia seorang gadis atau janda.
7
 

Sekian banyak syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut 

hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Menurut 

Imam Syafi’i, suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin 

perempuan. Sedangkan, bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah 

untuk sahnya nikah tersebut.
8
 Adanya seorang wali merupakan penentu sah tidaknya 

suatu pernikahan tersebut. Sebab, wali dari pihak wanitalah yang akan menyerahkan 
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anaknya kepada pihak laki-laki atau calon mempelai laki-laki dalam hal ijab qabul 

(serah terima). 

Orang-orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan oleh syariat. Syarat wali nikah ialah Islam, telah dewasa dan berakal 

sehat, laki-laki, merdeka, adil, serta tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
9
 

Menurut Imam Syafi’i, keadilan seorang wali merupakan hal yang penting bagi 

keberlangsungan suatu pernikahan (saat ijab qabul). Dalam hal ini, adil yang 

dimaksud ialah sikap istiqamah (berpegang teguh) pada agama, dengan 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya, serta menghindari dosa-dosa besar seperti 

berzina, meminum khamr, durhaka kepada orang tua, dan dosa besar lainnya, dengan 

tanpa memandang sepele dosa kecil.
10

 

Di Indonesia, khususnya di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, 

Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, mayoritas masyarakatnya bermadzhab 

Syafi’i. Kelurahan Mimbaan merupakan daerah santri, di mana masyarakatnya 

tergolong masyarakat santri. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengaruh dua 

pondok pesantren (ponpes) swasta terhadap kehidupan sehari-sehari.
11

 Kondisi 

masyarakat di daerah tersebut yang mana berlatar belakang penganut Imam Syafi’i 

dan tergolong masyarakat santri dapat berpengaruh terhadap pola kehidupan sehrai-

hari.  

Imam Syafi’i mensyaratkan wali nikah harus adil, sedangkan dalam 

masyarakat Kelurahan Mimbaan terdapat penggunaan wali fasik dalam pelaksanaan 

                                                           
9
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) 76. 

10
Toto Supriyanto, Intiqlal Wali Nikah, http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-

nikah.html diakses pada tanggal 10 November 2012. 
11

 Instrumen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 

Kabupaten Situbondo tahun 2012. 

http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html
http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html


4 

 

pernikahan. Hal ini jika dikaitkan dengan pemikiran Imam Syafi’i, maka kriteria adil 

dalam menjadi wali nikah termasuk dalam syarat wali, sehingga harus terpenuhi. 

Adapun sebagian tokoh masyarakat di Kelurahan tersebut mensyaratkan wali nikah 

haruslah adil.
12

 Dimana andil tokoh masyarakat merupakan teladan bagi masyarakat 

lainnya dalam hal tertentu. Melihat fenomena tersebut dengan kondisi masyarakat 

yang bermadzhab Syafi’i dan santri, serta adanya pernyataan dari sebagian tokoh 

masyarakat di Kelurahan tersebut, timbul sebuah kontradiksi dalam konsep syarat 

wali nikah yang disyaratkan oleh Imam Syafi’i. 

Para tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar bagi masyarakat di 

Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Apabila keadilan 

seorang wali merupakan salah satu syarat dalam menjadi wali nikah, lantas 

bagaimana kriteria adil seorang wali yang harus terpenuhi. Sebab, jika salah satu 

syarat dalam suatu perbuatan tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak sah. 

Demikian juga dalam suatu pernikahan, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka 

pernikahan tersebut tidak sah.  

B. Batasan Masalah 

Penulis melakukan suatu pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari 

adanya penyimpangan dari permasalahan yang akan dibahas. Sehingga, penulisan 

dapat lebih terfokus, dan tidak meluas dari pokok permasalahan yang ada, serta 

penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang diharapkan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 

pemahaman tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten 

Situbondo terhadap konsep adil wali nikah dalam konsep Imam Syafi’i. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan 

Panji, Kabupaten Situbondo terhadap konsep adil wali nikah? 

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang implementasi konsep adil wali 

nikah di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, 

Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo terhadap konsep adil wali nikah. 

2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang implementasi konsep 

adil wali nikah di masyarakat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten 

Situbondo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat 

pada umumnya dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema 

yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan kepada para wali nikah khususnya di Kelurahan 

Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sehingga diharapkan dalam 

pelaksanaan pernikahan tidak terjadi pengabaian terhadap persyaratan untuk 

menjadi wali nikah atau sesuai dengan ajuran syari’at. 

F. Definisi Operasional 
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1. Tokoh masyarakat yaitu seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh       

lingkungannya.
13

 

2. Adil yaitu teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak, dan harga diri.
14

 

3. Wali: seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu 

akad nikah.
15

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi untuk melihat adanya suatu kekurangan dan 

kelebihan yang digunakan oleh penulis lain dengan tema penelitian yang sama. 

Adapun pentingnya disebutkan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian untuk 

mempermudah pembaca dalam menilai perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti 

yang satu dengan peneliti yang lain dalam mengkaji permasalahan yang sama. 

Mengenai wali nikah, sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti lain, 

diantaranya yaitu Muhammad Darwis, Fauzi Romadhona Imron Putra, dan Shulthan 

Arifin dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Darwis
16

 mengenai Persepsi 

Masyarakat Kelurahan Argotirto, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 

Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah, dapat dijelaskan bahwa wakalah 

wali terjadi di semua pernikahan di Kelurahan Argotirto, Kecamatan Sumbermanjing 

Wetan, Kabupaten Malang. Mayoritas yang menjadi wakil wali dalam akad nikah 

adalah penghulu atau petugas dari KUA, sebagian lainnya kiai dan tokoh masyarakat 
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setempat. Semua masyarakat Kelurahan Argotirto setuju bahwa wali merupakan 

salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, akan tetapi mereka tidak terbiasa 

untuk menikahkan anak perempuannya sendiri. Adapun penyebab terjadinya 

wakalah wali dalam akad nikah di Kelurahan Argotirto adalah sebagian tokoh agama 

berpegang teguh kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa orang fasik tidak boleh 

menjadi wali, dan masyarakat merasa senang apabila yang menikahkan putri mereka 

ialah tokoh agama.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Romadhona Imron Putra
17

 mengenai 

Pandangan Tokoh Agama terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah (Studi di 

Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya), dapat dijelaskan bahwa wakalah wali terjadi 

dalam mayortitas pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo, Surabaya. Mayoritas yang 

menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, 

sebagian lainnya kiai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat Kelurahan 

Ngagel Rejo, Surabaya setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah 

pernikahan. Akan tetapi, mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya 

sendiri, sehingga setiap pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo, Surabaya selalu 

diwakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shulthan Arifin
18

 mengenai Pandangan 

Masyarakat terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kelurahan 

Pakurejo, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan), dapat dijelaskan bahwa semua masyarakat 

Kelurahan Pakukerto, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan setuju bahwa wali adalah salah 
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satu syarat sah dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, mereka tidak terbiasa 

menikahkan anak perempuannya sendiri, sehingga yang menjadi wakil wali dalam 

akad nikah adalah penghulu atau tokoh agama setempat. Alasannya yaitu masyarakat 

merasa senang apabila yang menikahkan putri mereka adalah kiai atau guru dari anak 

tersebut, sudah menjadi budaya di masyarakat Pakukerto dalam hal wakalah wali, 

dan banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya 

sendiri sehingga mereka mewakilkanya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. 

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu ialah pada judul Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Konsep Adil Wali 

Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo) 

yang diteliti oleh peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Hal ini ditinjau 

dari segi judul terkait konsep adil wali nikah, subyek dan obyek yang dipilih oleh 

peneliti tidaklah sama dengan penelitian terdahulu. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk menggambarkan bentuk isi dari skripsi yang ditulis pada penelitian ini, 

maka diuraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I: berisi Pendahuluan yang terdiri dari: a) Latar belakang berupa suatu alasan 

yang mendasari peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini, 

peneliti mengaitkan antara permasalahan yang akan diteliti dengan  teori yang 

berkaitan, sehingga akan menimbulkan kesenjangan. b) Rumusan Masalah 

berisi tentang fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, c) 

Tujuan Penelitian yaitu menjelaskan tujuan dari adanya penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, dan d) Manfaat Penelitian yaitu menguraikan manfaat 
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secara teoritis dan praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, e) 

Definisi Operasional yaitu terkait kata-kata sulit dalam pembahasan, f) 

Penelitian Terdahulu berupa beberapa penelitian yang setema dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan g) Sistematika Pembahasan 

berupa gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian. 

BAB II: berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari: a) Wali meliputi pembahasan 

tentang definisi wali, kedudukan wali dalam pernikahan, syarat wali, urutan 

wali, dan macam-macam wali, serta b) Konsep Adil meliputi pembahasan 

tentang definisi adil dan urgensi adil menurut para madzhab. 

BAB III: berisi Metode Penelitian yang terdiri dari: a) Jenis dan Pendekatan 

Penelitian, b) Obyek Penelitian meliputi lokasi dan subyek penelitian, c) 

Sumber Data, d) Metode Pengumpulan Data, f) Metode Pengolahan data, dan 

g) Analisis Data yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis 

penelitian terkait dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap konsep adil 

wali nikah (studi kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten 

Situbondo). 

BAB IV: berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, disajikan paparan 

data yang telah diperoleh saat penelitian dan analisis data. Peneliti 

mendeskripsikan tentang jawaban atas rumusan masalah mengenai 

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi 

Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo). 
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BAB V: berisi Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari: a) Kesimpulan yaitu berupa 

rangkuman dari semua pembahasan yang dibahas oleh peneliti, dan b) Saran 

yaitu berupa sebuah masukan kepada para pihak yang dituju oleh peneliti. 

 


